WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR 16 TAHUN 2003 TENTANG PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

Menimbang : a. bahwa guna lebih meningkatkan pelayanan air
minum kepada masyarakat seiring dengan
berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis
dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada
Perusahaan Daerah Air Minum maka ketentuan
yang mengatur mekanisme dan prosedur
penetapan tarif dalam Peraturan Daerah Kota
Pasuruan Nomor 16 Tahun 2003 tentang
Perusahaan Daerah Air Minum, perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu mengubah
Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 16
Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Air
Minum dengan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah
dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia
tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 551);



10.

11.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3241);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005
tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air
Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
140 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun
2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara
Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan
Daerah Air Minum;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun
2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan
Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah;

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 16
Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Air
Minum (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun
2003, Seri D Nomor 02);

Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2007 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2007,
Nomor O01) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08
Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan
Tahun 2010, Nomor 08);

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kota Pasuruan Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 06,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 05);
Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kota
Pasuruan Tahun 2011 Nomor 16);

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun
2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kota
Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan
Tahun 2012 Nomor 06, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Pasuruan Nomor 06);



22. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 01 Tahun
2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah
Kota Pasuruan Tahun 2013 Nomor 01, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 01);

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN

Menetapkan :

dan

WALIKOTA PASURUAN

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 16
TAHUN 2003 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR
MINUM.

Pasal I

Ketentuan Pasal 77 Peraturan Daerah Kota Pasuruan
Nomor 16 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Air
Minum (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2003
Seri D Nomor 02, ) diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 77

(1) Tarif ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan
usulan Direksi setelah disetujui oleh Badan
Pengawas.

(2) Konsep usulan tarif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diajukan oleh Direksi dengan
mempertimbangkan mutu pelayanan, pemulihan
biaya, dan target pengembangan tingkat
pelayanan, dilengkapi data pendukung sebagai
berikut:

a. dasar perhitungan usulan penetapan tarif;

b. hasil perhitungan proyeksi biaya dasar;

c. perbandingan proyeksi biaya dasar dengan
tarif berlaku;

d. proyeksi peningkatan kualitas, kuantitas dan
kontinuitas pelayanan;

e. perhitungan besaran subsidi yang diberikan
kepada kelompok pelanggan yang kurang
mampu; dan

f. kajian dampak kenaikan beban per bulan
kepada kelompok-kelompok pelanggan.



(3) Konsep usulan penetapan tarif terlebih dahulu
dikonsultasikan dengan wakil atau forum
pelanggan melalui berbagai media komunikasi
untuk mendapatkan umpan balik sebelum
diajukan kepada Kepala Daerah.

(4) Konsep usulan penetapan tarif beserta data
pendukung dan umpan balik dari pelanggan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah
melalui Badan Pengawas.

(5) Berdasarkan hasil pembahasan usulan penetapan
tarif dan pendapat Badan Pengawas, Kepala
Daerah menetapkan persetujuan atau penolakan
secara tertulis kepada Direksi paling lambat 2
(dua) bulan sejak usulan diterima.

(6) Berdasarkan persetujuan Kepala Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Direksi
menerbitkan keputusan besarnya tarif bagi setiap
pelanggan.

(7) Direksi melakukan sosialisasi keputusan besarnya
tarif kepada masyarakat pelanggan melalui media
massa paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum
tarif baru diberlakukan secara efektif.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan Daerah ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota
Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 9 Januari 2015

WALIKOTA PASURUAN,
Ttd,

HASANI



Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 1 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd,

BAHRUL ULUM

LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2015 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 008-4/2015

SALINAN
Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
Ttd,
YUDHI HARNENDRO, SH.MSi

Pembina Tingkat I
NIP. 19681027 199403 1 008




PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR 16 TAHUN 2003 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH
AIR MINUM

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman
Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan
Daerah Air Minum, diatur bahwa penyesuaian tarif air minum
diusulkan oleh Direksi kepada Kepala Daerah melalui Badan
Pengawas untuk ditetapkan.

Seiring dengan hal tersebut serta dalam rangka meningkatkan
pelayanan air minum kepada masyarakat maka ketentuan yang
mengatur mekanisme dan prosedur penetapan tarif dalam Peraturan
Daerah Kota Pasuruan Nomor 16 Tahun 2003 tentang Perusahaan
Daerah Air Minum, perlu diubah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

TAMBAHAN PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 1



